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ABSTRAK

Penelitian dengan judul Penerapan Turut Serta Melakukan Dalam Tindak Pidana
Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura
bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan turut serta melakukan dalam tindak pidana
korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura dan
untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap setiap
pelaku turut serta melakukan dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini merupakan
penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan terhadap beberapa putusan pengadilan tindak
pidana korupsi, yaitu (1) Putusan Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap, (2) Putusan Nomor
27/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap, (3) Putusan Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap dan (4)
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 1) Penerapan turut serta dalam tindak pidana
korupsi pada Putusan Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2023/PN  Jap, Putusan Nomor
27/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap dan Putusan
Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap menyatakan bahwa terdakwa Petrus Yeimo, Oktopianus
Tagi, Habakuk Pigai dan Deni Gobay yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Paniai
periode 2014-2019 tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan turut
serta sebagaimana yang didakwakan dan dituntut dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18
Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang R,I Nomor 20 Tahun 2001 Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ajaran turut serta dalam perkara tindak pidana korupsi ini
sesuai dengan pengungkapan kapasitas, kualitas para terdakwa yang merupakan anggota
DPRD Kabupaten Paniai tahun 2014-2017. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana
terhadap para pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi bahwa para pelaku dijatuhi
pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan yang sama terkecuali pidana uang
pengganti yang dibebankan sesuai nominal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan para
terdakwa dalam persidangan.

Disarankan agar dalam pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana korupsi
harus menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk menilai dakwaan dan tuntutan yang
dijatuhkan penuntut umum terhadap pelaku apakah telah sesuai terhadap perbuatan yang
dilakukannya. Penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan secara lengkap mengenai kualitas
pelaku, sehingga Hakim dapat mengurai secara jelas mengenai pola hubungan para pelaku
terkait dan tidak sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Hal ini
dimaksudkan agar penerapan turut serta melakukan dalam tindak pidana korupsi
dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Kata kunci: Turut Serta, Tindak Pidana Korupsi.



ABSTRACT

The research with the title Implementation of Participating in Corruption Crimes in
the Corruption Crime Court at the Jayapura Class 14 District Court aims to find out how to
implement participation in corruption crimes in the Corruption Crime Court at the Jayapura
Class 1A District Court and to find out how to consider the judge in handing down a sentence
against every perpetrator who participated in committing a criminal act of corruption. This
type of research is normative juridical research. Research was conducted on several court
decisions  for criminal acts of corruption, namely (1) Decision Number
26/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap, (2) Decision Number 27/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap, (3)
Decision ~ Number  29/Pid.Sus/TPK/2023/PN  Jap and (4) Decision = Number
30/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap.

The results of the research reveal that 1) The implementation of participation in
criminal acts of corruption in Decision Number 26/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap, Decision
Number 27/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap, Decision Number 29/Pid. Sus/TPK/2023/PN Jap and
Decision Number 30/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap stated that the defendants Petrus Yeimo,
Oktopianus Tagi, Habakuk Pigai and Deni Gobay who were members of the Paniai Regency
DPRD for the 2014-2019 period were proven legally and convincingly guilty of participating
as charged and prosecuted in the subsidiary indictment Article 3 in conjunction with Article
18 of the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1999 in conjunction with the Republic of
Indonesia Law Number 20 of 2001 in conjunction with Article 55 paragraph (1) Ist of the
Criminal Code . The teaching of participating in this criminal corruption case is in
accordance with the disclosure of the capacity and quality of the defendants who were
members of the Paniai Regency DPRD in 2014-2017. The judge's consideration in sentencing
the perpetrators who participated in the criminal act of corruption was that the perpetrators
were sentenced to the same prison sentence, fine and imprisonment, except for the
compensation penalty which was charged according to a nominal amount that the defendants
could not account for at trial.

It is recommended that criminal accountability for perpetrators of criminal acts of
corruption should be the basis for the Public Prosecutor to assess whether the charges and
demands imposed by the public prosecutor against the perpetrator are appropriate to the
actions they have committed. Sentencing requires complete consideration of the quality of the
perpetrator, so that the judge can clearly describe the relationship pattern of the perpetrators
and not just state that there is a collective cooperative relationship. This is intended so that
the implementation of participation in criminal acts of corruption is held accountable by all
parties involved in the criminal act.

Keywords: Participation, Corruption Crimes.
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